BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan tata laksa

na PK-5 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati

II Surabaya

Sebagaimana dipaparkan pada Bab III, bahwa PK=-5
di kelurahan Barata Jaya kec. Gubeng dalam melakukan ak-
tifitasnya cara yang ditempuh pertama-tama yaitu melaku-
kan tata laksana PK-5 adalah cara-cara melaksanakan ke-

giatan usaha perdagangan (berjualan) pedagang kaki lima,

Di dalam menjalankan usaha perdagangan (berjualan)
pedagang kaki lima, rombong sebagai alat peraganya, lam-
pu sebagai alat pen:rangannya. Pedagang kaki lima di da-
lam waktu berjualan telah ditentukan waktu dan fasilitas
nya masing-masing dan telah dibentuk koodinator/pengurus
atau pembinénya guna mengawasi jalannya aktifitas peda -
gang kaki lima tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari peda
gang kaki lima juga mendapatkan bimbingan atau pembinaan
dari pembinan yang datang dari Kotamadya yang melalui u-
tusan perﬁakilan kelurahan setempat, di mana lokasi peda
gang kaki lima berada. Tujuan di adakan pembinaan kepada
pedagang kaki lima adalah untuk memberi nasehat dan pem-

binaan guna tercipta suasan berjualan yang aman bersih
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tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu keter-

tiban keamanan dan kebersihan dalam kota.

Di dalam menjalankan sktifitas sebagai pedagang
kaki lima, maka para pihok juga diberi batasan-batasan
tersendiri mengenai bentuk dan cara-cara melaksanakan ju
ga mengelola PK-5 tzrsebut. Aturan-aturan yang diberikan
kepada pedagang kaici lima tersebut bersifat memaksa dan
harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap pedagang kaki li-

ma.,

Hal tersebut di atas dipertimbangkan berdasarkan,
bahwa pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan
kota besar, di kota Suravaya sendiri pedagang kaki lima
tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan perkembangan
phisik déerah dan perkembangan wilayah serta pertambahan

penduduk yang semakin besar.

Oleh karenz itu sudah sewajarnya apabila pemerin-
tah daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima
(PK-5) yang pada wnumnya berasal dari pada pedagangn ber
ekonomi lemah dan berpendapatan rendah.dengan maksud a-
gar usaha mereka ditertibkan dalam rangka mewujudkan ta-

ta kota yang tertib, bersih dan nyaman.

Di samping itu bagi para pedagang kaki lima akan
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mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat
mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhir-

nya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah

dari sektor informal.

Dengan diadakan vengaturan bagi pedagang kaki lie
ma ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan peda
gang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar
dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, te-
tapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jang
ka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima
menjadi majﬁ dan bersedia serta mampu untuk dipindah ke
pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang da
gangannya. Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan
dan jangkauan sasarannya agar pada pedagang kaki lima da
pat menjalankan usaha formal, maka pengaturan di dalam
Peraturan daerah adalah bersifat seméntara yaitu dengan

paling lama enam bulan.

Dengan mengingat bahwa tempat-tempaf yang dipergu
nakan sebagai tempat menjalankan usaha pedagang kaki 1i-
ma adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang su-
dah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana ta
ta kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan lain
sebagainya, maks seyogyanya waktu untuk menjalankan usa-

ha pedagang kaki linma dibatasi dengan jam-jam tertentu



dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, se
hingga Jjam-jam tertentu tersebut tempat-tempat pedagang
sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan sehat ser
ta tetap menjaga keadaan lingkungan guga dapat berfungsi

sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana tata kota.

Sementara itu, tata laksana atau pelaksanaan pe-
dagang kaki lima (PK~5) yang berada di kelurahan Barata
Jaya kec. Gubeng Daerah Tingkat II Surabaya, bila dikait
kan dengan hukum Islam tidak ada penyimpangan-penyimpang
an atau pertentangan, baik di dalam proses berjﬁalan ju-
ga barang yéng diperjualkan dan dalam pelaksanaan dan ta
ta laksananya. Pada hakekatnya pedagang kaki lima itu a-

dalah orang yang mencari nefkah untuk kebutuhan keluarga

istri dan anak-anak, Hal ini sejalan Firman Allah surat

Al Jum'ah ayat 10 :
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Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaran-

1ah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan
ingatlah Allah banyak-oanyak supaya kamu beruntung.

Pentang tata laksazna dan pelaksanaan pedagang ka-
ki lima (PK-5) dalam melakukan usahanya juga sejalan de-

ngan ucapan Rasul ysng berbunyi :
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"Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu",

Jadi terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas
nya yang qath'i, maka manusia itulah yang diserahi untuk
mengatur sendiri urusannya atau kepentingannya, karena
manusia sendiri yang tahu aken kebutuhan dan kepentingan

nya.

Tinjauan Hukum Islam tentang proses mengajukan Ijin Usa-

ha pedagané kaki lima dan cara penerimaannya

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah ba
nyak masyarakat yang mengadakan kegiatan usaha yang la-
zim disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari per -
tumbuhan kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan
ekonomi masyarakat ekonomi lemah atau randah dan merupa-
kan lapangan kegiatan yang perlu mendapatkan pengaturan

dan pembinaan dari pemerintah daerah,

Dalam rangka untuk mengatasi laju pertumbuhan pe-
dagang kaki lima, maka pemerintak membuat ketentuan- ke-
tentuan yang berléku gura mengantisipasi ketertiban dan

keamanan dan kebersihan kota.

Dalam upaya melzkgansxan Peraturan Daerah Kotamad
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va Daerah Tingkat IT Surabaya pasal 7 Perda No. 10 tahuﬁ
1987 tentang pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Peda
gang kaki lima di kota madya Dati II Surabaya yang beru-
pa jasa, vemberian ijin maupun jasa administrasi yang di
lakukan oleh Kotamadya Daerzh Tingkat II Surabaya, maka

ditentukan juga pemungutan uvang leges atas pemberian ja-

gsa tersebut.

Dengan dikendalikannya keberadaan pedagang kaki
lima ini tidak hanya mengurangi permasalahan bagi pemerin
tah Kotamadya Daerah Tingzkat II Surabaya, tetapi dengan
penataan yéng baik, makza zkan menambah keindahan kota,
baik pada siang hari maupun malam hari, disamping dapat
memberikan sumbancaen pada nenambahan pendapatan asli dae
rah Pemerintah Daerah Tingkat IT Surabaya. Oleh karena
itu dalam memberikan ijin kepada pedagang kaki hanya ber
sifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dicabut sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

Di- dalam menetralisir lajunya pedagang kaki lima
dan untuk mengklasifikasikaﬁ pedagang kaki lima mengenai
golongan ekonominya dan besarnya uang pungut (leges() ma-
ka pemerintah daerah tingkat II Surabaya membuat catatan
yang menentukan golongan pedagang kaki lima dan besarnya

uang leges yang harus dibayarnya.



Untuk golongen pertama (A) adalah pedagang kaki
lima yang mempunyai tempat usaha paling strateéis, dima-
na para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan
usahanya rata-rata tiap heri memperoleh peredaran bruto
(omzet) lebih dari *. 50.000,-, Untuk golongan kedua (B)
adalah pedagang kaki lima yang mempunyai tempat usaha
dengan nilai sedang strategis, di mana para pedagang ka-
kKi lima Qi tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata
tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzat) sebesar fp.
25,000 sampai dengan fp. 50,000,-, Dan untuk golongan (C)
'tempatntempat usaha pedagang kaki lima yang mempunyai ni
lai strategis rendah, ialah tempat usaha di mana para pe
dagang kaki lima di tempat itu didalam melakukan usaha -
nya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (om -

zet) ». 25.,000,- atau kurang dari fp. 25,000,-,

Karena perkembangan pedagang kaki lima di wilayah ko-
tamadya daerah Tingkat II Surabaya makin méningkat dan
menimbulkan ketidaktertibzn lingkungan dibeberapa tempat
maka dipaﬁdang rerlu untuk mengadakan penelitian dan pen
dataan terhadap para pedcgang kaki lima, untuk mengethui
seberapa jauh perkembangsn dan latar belakangnya sehing-
ga dapat disusun suatu pola pembinaan dan penertiban. Un
tuk melaksanakan penelitian dan pendataan tersebut maka
telah dibentuk team peneltitian dan pendataan pedagang ka

ki lima Kotémadya Dati IY Surabaya dengan kepurutsannya, .



Nomor. 129 tahun 19€6.

Jadi, jika dikaitkan dengan aturan hukum Islam me
ngenai proses perijinan pedagang kaki lima tidak ada pe-
nyimpangan-penyimpangan kepada norma-norma/aturan-aturan
yang telah mapan. Melakukan perijinan hanyalah untuk ke-
pentingan kemaslahstan umum, baik untuk diri pedagang ka
ki lima itu sendiri atau untuk Pemerintah Daerah, Sebab

| dengan melakukan perijinan maka akan terjaga kemaslahat-
an terhadap harta benda. Hal ini sebagaimana yang diucap

kan oleh al Ghazali :

3yae o) e (ol 3 s A A

Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan meno-
lakmadharat (Ushul Figh, 1991 : 88).

Jadi perijinan tersebut adalah termasuk kemaslaha

tan, karena demi ketertiban umum.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian sanksi bagi PK-5

yang melanggar Perds NO, 15 tahun 1987

Pedagang kaki lima (PK-5) dalam melakukan aktifi-
tasnya tidak selamanya mematuhi aturan-aturan yang telah
ditetapkan oleh semerintah Daerah Tingkat II Surabaya,a-

dakalanya saat-saezt tertentu bagi PK-5 yang tidak mau me
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matuhi ketentuan tersebut, mungkin disebabkan karena ke-
sengajaan atau karena kelalaian, sehingga untuk menindak
lanjuti atau menyikapi keadaan tersebut pemerintah Dae-
rah bekerja sama dengan koornator kelurahan membuat ke -
tentuan (pidana) yang disediakan bagi para pedagang kaki
lima (PK-5) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang te
lzh ditentukan, antara lain ; permohonan kemball leges

bagi pedagang kaki Lima yang telah habis masa perijinan-
nya, pedagang kaki lima yang menyalahi jam kerja dan bagi
pedagang kaki lima yang tidak mempunyai Surat Ijin Usaha

Perdagangan,

Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki li-
ma yang tidak mau’menaati aturan-aturan tersebut bila di
kaitkan/ditinjau meuurut hukum Islam adalah sangat berten
tangan, karena tidak lagi vedagang kaki lima mau menghi-
raukan aturan yang telah dipuat oleh pimpinannya atau Wa

likotamadya, Sebagajimana Firman Allah dalam surat An Ni-

sa' ayat 59 yang berbunyi :
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"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Ra
sullya.dan 'Ulil anri diantara kamu" (Al Qur'an, 4

59) .

Dari pengertian ayat tersebut dapat disimpulkan,
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para pedagang keki lima yang melanggar ketentuan yang te
lah ditetapkan oleh Walilkotamadya berarti melanggar ulil
amri (pemerintah), sebab walikota adalah termasuk pimpi-
nan yang ada di kotamadyz yang harus kita turut, selagi

aturan tersebut tidak merugikan dan tidak termasuk perbu

atan yang dilarang oleh syara' seperti perbuatan maksiat,

Di sisi lain pengurus atau koordinator sebagal ba
dan penegak hukum aendaklah menjalankan atau menjatuhkan
sanksi kepada para pedagang kaki lima itu sesuai dengan
peraturan yang telah dibuatl oleh Walokotamadya atau feme
rintah daefah setempat, Sebab pemberian sanksi yang beru
pa pembomgkaran stand adzlah dirasa sangat memberatkan
bagi pihak pedageng kaki lima yang hanya dengan alasan
lambat untuk melakukan uang leges, sedangkan pihak peda-
ngan kaki lima untuk gementara belum/tidak tindakan yang
khusus bagi PK=5 yeng liar dan tidak terorganisisir. Ja-
di keadilan harus ditegakkan demi kemanusiaan yang adil

dan beradab., Hal sesual dengan Firmen Allah dalam surat

'An Nisa' ayat 58
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ngesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang oderhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menatapkan hukum di antara manusia supaya ka
mu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran sebaik-beiknya bagi kamu". .



